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ABSTRAK 
 

Kesalahan diagnosis oleh dokter terhadap pasien terjadi kesenjangan hukum 

terhadap tanggung jawab hukum dokter dilihat dari hubungan hukum antara dokter 

dan pasien dari perjanjian terapeutik dengan konsep perjanjian dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata. Permasalahan yang dirumuskan: (1) Mengapa 

terjadi kesalahan diagnosis oleh dokter terhadap pasien dalam praktik kedokteran 

di Indonesia?; (2) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi dokter dan pasien 

akibat adanya kesalahan diagnoisis oleh dokter berdasarkan hukum praktik 

kedokteran di Indonesia?; (3) Bagaimanakah tanggung jawab hukum bagi dokter 

atas kesalahan diagnosis terhadap pasien berdasarkan hukum praktik kedokteran di 

Indonesia? Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris. 

Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum, perlindungan hukum, dan 

tanggungjawab hukum. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya kesalahan 

diagnosis oleh dokter terhadap pasien ditentukan oleh Majelis Kehormatan Disiplin 

Kedokteran Indonesia sesuai kewenangan yang diberikan Undang-Undang Praktik 

Kedokteran. Hak yang dimiliki pasien atas kesalahan diagnosis oleh dokter adalah 

mengajukan pengaduan tertulis kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran 

Indonesia. Perlindungan hukum bagi dokter sesuai dengan Pasal 50 Undang- 

Undang Praktik Kedokteran dalam mendiagnosis penyakit pasien sepanjang tidak 

melanggar standar profesi dan standar prosedur operasional bukan merupakan 

malpraktik. Perlindungan hukum bagi pasien sesuai Pasal 58 Undang-Undang 

Kesehatan terdapat hak pasien menuntut ganti rugi atas kesalahan diagnosis oleh 

dokter. Tanggungjawab hukum bagi dokter atas kesalahan diagnosis dapat diajukan 

gugatan perdata ke Pengadilan, dapat diajukan tuntutan pidana dari unsur kesalahan 

yang dapat dibuktikan, dapat diadukan ke Majelis Kehormatan Kedokteran 

Indonesia untuk menjatuhkan sanksi administrasi berupa pencabutan Surat Tanda 

Registrasi dan tidak berlakunya Surat Izin Praktik bagi dokter yang melanggar 

Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Untuk mencegah terjadinya 

kesalahan diagnosis oleh dokter terhadap pasien diperlukan perbaikan norma yang 

menentukan unsur kesalahan diagnosis, diperlukan keselarasan pengaturan 

Undang-Undang di bidang kesehatan dengan KODEKI, dan Standar Profesi 

Kedokteran agar sejalan dengan kewenangan Majelis Kehormatan Kedokteran 

Indonesia, diperlukan kejelasan antara aturan normatif dengan aturan kode etik 

kedokteran dalam menentukan unsur-unsur yang menjadi tanggungjawab hukum 

bagi dokter atas kesalahan diagnosis dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran. 

 

Kata Kunci: Kesalahan Diagnosis, Perjanjian Terapeutik, Praktik Kedokteran 

 

 

 

 

 

 

 

 
iv



ABSTRACT 

 

Misdiagnosis by doctors against patients occurs legal gaps against the legal 

responsibilities of doctors seen from the legal relationship between doctors and 

patients from therapeutic agreements with the concept of agreement in the Civil 

Code. The problems formulated: (1) Why do doctors misdiagnose patients in 

medical practice in Indonesia?; (2) What is the legal protection for doctors and 

patients due to misdiagnoses by doctors based on the law of medical practice in 

Indonesia?; (3) What is the legal responsibility for doctors for misdiagnosis of 

patients based on the law of medical practice in Indonesia? The research method 

uses normative juridical and empirical juridical. The theory used is the theory of 

legal certainty, legal protection, and legal responsibility. The results of the study 

showed that the occurrence of misdiagnosis by doctors on patients was determined 

by the Indonesian Medical Discipline Honorary Council in accordance with the 

authority granted by the Medical Practice Act. The patient's right to a misdiagnosis 

by a doctor is to submit a written complaint to the Indonesian Medical Disciplinary 

Council. Legal protection for doctors in accordance with Article 50 of the Medical 

Practice Act in diagnosing a patient's disease as long as it does not violate 

professional standards and standard operating procedures does not constitute 

malpractice. Legal protection for patients according to Article 58 of the Health Act, 

there is a patient's right to demand compensation for a wrong diagnosis by a doctor. 

Legal responsibility for doctors for misdiagnosis can be filed for civil lawsuits to 

the Court, criminal charges can be filed based on proven errors, can be complained 

to the Indonesian Medical Honorary Council to impose administrative sanctions in 

the form of revocation of the Registration Certificate and invalidation of the 

Practice License for doctors who violating the Indonesian Medical Code of Ethics 

(KODEKI). In order to prevent the occurrence of misdiagnosis by doctors on 

patients, it is necessary to improve the norms that determine the elements of 

misdiagnosis, it is necessary to harmonize the regulations in the health sector with 

KODEKI, and the Medical Professional Standards so that they are in line with the 

authority of the Indonesian Medical Honorary Council, it is necessary to clarify 

between normative rules and regulations the medical code of ethics in determining 

the elements of legal responsibility for doctors for misdiagnosis in the Medical 

Practice Act. 

 

Keywords: Misdiagnosis, Therapeutic Agreement, Medical Practice. 
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DAFTAR PUSTAKA 



TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP DOKTER 

 ATAS KESALAHAN DIAGNOSIS DALAM 

PRAKTIK KEDOKTERAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Hubungan hukum antara dokter dan pasien terjadi atas adanya 

kesepakatan dalam perjanjian terapeutik dimana pasien memberikan 

kepercayaan kepada dokter untuk dilakukannya pemeriksaan penyakit yang 

diderita oleh pasien. Kesepakatan dalam sebuah perjanjian terdapat ketentuan 

yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan 

hak kepada pasien untuk mengajukan gugatan ketika terjadi kesalahan 

diagnosis oleh dokter. Unsur kesalahan diagnosis oleh dokter terhadap pasien 

yang dapat dibuktikan maka terdapat tanggung jawab hukum pidana bagi 

dokter sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

serta Undang-Undang Praktik Kedokteran di Indonesia. 

Pada praktiknya, berdasarkan aturan kode etik kedokteran di 

Indonesia, kesalahan diagnosis oleh dokter yang dapat dibuktikan akan tetapi 

dokter melakukan diagnosis terhadap pasein telah sesuai dengan standar 

operasional prosedur dan sesuai dengan kaidah profesi kedokteran, maka 

tanggung jawab hukum bagi dokter tersebut hanya didasarkan pada 

pelanggaran etik. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran terdapat ketentuan standar operasional prosedur yang dibakukan 

berdasarkan standar profesi kedokteran di Indonesia sebagai perlindungan 

hukum bagi dokter dalam menentukan ada tidaknya kesalahan diagnosis oleh 

dokter yang ditentukan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran 

Indonesia. Pengaturan hukum praktik kedokteran tersebut tidak sejalan dengan 

pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

sebagai perlindungan hukum bagi pasien yang diberikan hak untuk menuntut 

ganti rugi akibat kesalahan diagnosis oleh dokter. 
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Hak dan kewajiban seorang dokter dalam melakukan diagnosis 

terhadap pasien berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 434 

Tahun 1983 tentang Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia sebagai 

kaidah dasar dalam persetujuan tindakan medis oleh dokter menjadi kewajiban 

bagi dokter untuk memberikan penjelasan informasi tindakan medis sejalan 

dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran yang kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Dokter secara tertulis maupun 

lisan. Atas ketentuan hukum tersebut, dokter memiliki hak untuk memperoleh 

perlindungan hukum sepanjang menjalankan tugas sesuai dengan standar 

profesi dan standar operasional prosedur untuk menentukan ada atau tidaknya 

kesalahan diagnosis oleh dokter terhadap pasien. 

Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

berkaitan dengan perjanjian terapeutik sebagai hubungan hukum atas dokter 

dengan pasien dari adanya unsur kesalahan diagnosis oleh dokter, maka pasien 

memiliki hak perlindungan hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan. 

Problematika hukum yang ditemukan adalah unsur kesalahan diagnosis oleh 

dokter terhadap pasien tidak dinyatakan secara definitif dalam Undang-Undang 

Praktik Kedokteran. 

Fenomena masalah yang terjadi dari problematika hukum praktik 

kedokteran di Indonesia dapat ditemukan dari beberapa kasus kesalahan 

diagnosis oleh dokter terhadap pasien. Kasus kesalahan diagnosis oleh dokter 

yang dilaporkan oleh keluarga pasien kepada pihak kepolisian ditemukan 

kesulitan bagi pihak Kepolisian untuk menentukan Pasal yang dapat 

didakwakan kepada dokter atas kesalahan diagnosis terhadap pasien.1 

Kasus gugatan perdata atas kesalahan diagnosis oleh dokter terhadap 

pasien terdapat putusan pengadilan yang menjatuhkan putusan ganti rugi yang 

tidak sebanding dengan kerugian yang dialami pasien dari kesalahan diagnosis 

 

1 Johana Supra Silaban. “Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis yang Melakukan 

Kesalahan Diagnosa terhadap Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang 

Tenaga Kesehatan.”(JOM, Jurnal Fakultas hukum Universitas Riau, vol. VI, edisi 1 Januari – Juni 

2019), hlm. 2-3. 
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oleh dokter mengakibatkan pasien mengalami cacat seumur hidup.2 Di dalam 

perkara pidana salah satunya dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 

365 K/Pid/2012 terkait dengan kesalahan diagnosis oleh dokter di Rumah Sakit 

Umum Prof. Dr. R.D Kandow Malalayang Kota Manado, Majelis Hakim 

Mahkamah Agung menjatuhkan pidana penjara yang ringan bagi dokter 

dengan putusan penjara selama 10 (sepuluh) bulan bagi dokter yang terbukti 

melakukan kesalahan diagnosis yang mengakibatkan pasien meninggal dunia. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan dapat 

dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan peneliti, sebagai berikut. 

1. Mengapa terjadi kesalahan diagnosis oleh dokter terhadap pasien dalam 

praktik kedokteran di Indonesia? 

2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi dokter dan bagi pasien 

diakibatkan adanya kesalahan diagnosis oleh dokter sesuai dengan hukum 

Praktik Kedokteran? 

3. Bagaimanakah tanggung jawab hukum terhadap dokter atas kesalahan 

diagnosis terhadap pasien sesuai dengan hukum Praktik Kedokteran? 

 
C. Tujuan Penulisan 

Selaras dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan 

penelitian dari disertasi ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai terjadinya kesalahan 

diagnosis oleh dokter terhadap pasien dalam praktik kedokteran di 

Indonesia. 

2. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi 

dokter dan bagi pasien diakibatkan adanya kesalahan diagnosis oleh dokter 

sesuai dengan hukum Praktik Kedokteran. 

 
 

2 esfina Agustin Riza. “Tanggung Jawab Dokter terhadap Pasien dalam hal Terjadinya 

Malpraktik Medik dilihat dari Perspektif Hukum Perdata”. (Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4, No. 1, 

September 2018), hlm. 3. 
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3. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai tanggung jawab hukum 

terhadap dokter atas kesalahan diagnosis terhadap pasien sesuai dengan 

hukum Praktik Kedokteran. 

 
D. Kerangka Berpikir 
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E. Kerangka Teori 

1. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian hukum menurut Apeldoorn dikutip oleh Sidharta 

dikatakan mempunyai dua segi, yaitu: (1) mengenai soal dapat 

dibentuknya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang konkret. 

Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum 

dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara; (2) kepastian hukum 

berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap 

kesewenangan Hakim.3 

Jan Michael Otto dalam Sidharta menyatakan batasan kepastian 

hukum yang berkaitan dengan situasi tertentu, yaitu: (1) Tersedia aturan- 

aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible); (2) 

Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan 

hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya; (3) 

Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan- 

aturan tersebut; (4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak 

berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten 

sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, keputusan peradilan 

secara konkret dilaksanakan.4 

Utrecht menyatakan kepastian hukum mengandung dua 

pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat 

individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, 

dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan 

pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu 

dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh 

negara terhadap individu.5 

 

 

 
 

3 Sidharta, Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, (Bandung: PT 

Refika Aditama, 2010), hlm. 82-83. 
4 Sidharta, Ibid, hlm. 84. 
5 Riduan Syahrani. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 

2009), hlm. 23. 
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Gustav Radbruch dikutip oleh Achmad Ali mengatakan 

kepastian hukum adalah “Scherkeit des Rechts selbst” (kepastian hukum 

tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan 

dengan makna kepastian hukum, antara lain: (1) Hukum itu positif, artinya 

hukum itu adalah perundang-undangan (gesetzliches Recht); (2) Hukum 

didasarkan kepada fakta (Tatsachen), bukan didasarkan kepada sebuah 

rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti 

kemauan baik dan kesopanan; (3) Fakta tersebut haruslah dirumuskan 

secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga 

mudah untuk dijalankan; (4) Hukum positif tidak boleh untuk sering 

diubah.6 

 
2. Teori Perlindungan Hukum 

Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah 

memberikan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati 

semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.7 Perlindungan hukum menurut 

C.S.T Kansil diartikan sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh 

aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran 

maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.8 

Sementara itu, Philipus M. Hadjon mengatakan perlindungan hukum 

adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan 

kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat 

hukum.9 

 

 

 

 

6 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan 

(Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal. 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 38. 
7 Satjipto Rahardjo, Ibid, hlm. 54. 
8 C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1989), hlm. 102. 
9 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Universitas 

Gadjah Mada Press, 2011), hlm. 10. 
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Perlindungan hukum menurut Setiono adalah tindakan atau 

upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang 

oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan 

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk 

menikmati martabatnya sebagai manusia.10 Muchsin mendefinisikan 

perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma 

dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam 

pergaulan hidup antara sesama manusia.11 

 
3. Teori Tanggung Jawab Hukum 

Tanggung jawab hukum atau liability dalam Black Law 

Dictionary, terminologi liability memiliki makna yang luas. Pengertian 

legal liability dimaknai sebagai “a liability which court recognize and 

enforce as between parties (tanggungjawab yang diakui oleh pengadilan 

dan diantara para pihak).”12 

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab 

hukum yang diterjemahkan oleh Somardi, dijelaskan bahwa: 

“Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu 

perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung 

jawab hukum, subyek hukum berarti bahwa dia 

bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan 

yang bertentangan… Kegagalan untuk melakukan kehati- 

hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan 

(negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai 

satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak 

seberat kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi 

dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat 

yang membahayakan.”13 
 
 

10 Setiono, Rule of Law, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3. 
11 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta: 

Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14. 
12 Soekidjo Notoatmojo. Etika dan Hukum Kesehatan. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 

55. 
13 Hans Kelsen. General Theory of Law and State, terjemahan Somardi “Teori Umum 

Hukum dna Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik.” 

(Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), hlm. 81. 
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Lebih lanjut, Hans Kelsen dikutip oleh Mutaqien menjelaskan 

klasifikasi dari tanggung jawab hukum, yaitu: (1) Pertanggungjawaban 

individu adalah seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran 

yang dilakukannya sendiri; (2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa 

seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang 

dilakukan oleh orang lain; (3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan 

yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran 

yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan 

menimbulkan kerugian; (4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti 

bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang 

dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.14 

Pertanggungjawaban hukum pidana menurut Pound dinyatakan 

sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima 

pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Pound menjelaskan bahwa 

pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut 

masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai 

moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. 

Pertanggungjawaban hukum pidana dalam bahasa asing disebut sebagai 

“toereken-baarheid,” “criminal reponsibilty,” “criminal liability,” 

pertanggungjawaban pidana adalah dimaksudkan untuk menentukan 

apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana 

atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.15 

 
4. Kesalahan Diagnosis 

Menurut Guwandi, kesalahan atau kelalaian adalah suatu 

pelanggaran hukum maupun kejahatan. Seseorang dapat dikatakan 

melakukan kesalahan atau lalai kalau orang tersebut bersikap acuh tak 

acuh atau tidak peduli, dan tidak memperhatikan kepentingan orang lain 

 

14 Raisul Mutaqiem, Teori Hukum Murni, (Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006), hlm. 

140. 
15 Wirjono Prodjodikoro. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2009), hlm. 59. 
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sebagaimana kepatutan yang berlaku dalam pergaulan di masyarakat. 

Dalam pelayanan medis, suatu perbuatan yang disebut sebagai kesalahan 

dalam melakukan diagnosis apabila memenuhi unsur-unsur, yaitu: (1) 

terdapat hubungan antara dokter dan pasien; (2) Dokter itu telah melanggar 

kewajibannya, karena tidak memenuhi standar pemberian pelayanan; dan 

(3) Pelanggaran itu telah menyebabkan pasien menderita kerugian yang 

sebenarnya dapat dibayangkan dan secara wajar dapat dicegah.16 

Pada pelayanan medis terdapat kesalahan melakukan diagnosis 

yang dapat dilakukan gugutan ganti kerugian, yaitu: (1) Duty to use due 

care; (2) Dereliction of the duty; (3) Damage; (4) Direct causal 

relationship.17 Kriteria untuk menentukan kesalahan diagnosis menurut 

Leenen, yaitu: (1) tindakan dokter yang harus dilakukan secara 

teliti/saksama (zorgvildig hendelen) dan lalai (culpa). Apabila seoraang 

dokter terbukti sangat tidak hati-hati, ia memenuhi unsur culpa lata; (2) 

tindakan dokter terhadap pasiennya harus serasi dengan ukuran ilmu medis 

(volgens de medische standard); (3) Kemampuan rata-rata (overage) 

dibandingkan dengan kategori keahlian medis yang sama (gemiddelde 

bewaamheid van gelijke medische categorie); (4) Terjadi dalam kondisi 

yang serupa (gelijke omstandigheden); (5) Suatu upaya yang proporsional 

dan memiliki tujuan akhir yang nyata akan tindakan tersebut.18 

 
F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian disertasi ini termasuk dalam jenis penelitian hukum 

normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif 

memfokuskan pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin 

hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, 

 
 

16 Guwandi J. Hukum Medik. (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2004), 

hlm. 25-26. 
17 Guwandi J. Ibid. hlm. 26-27. 
18 Fred Ameln. Kapita Selekta Hukum Kedokteran. (Jakarta: Grafikatama Jaya, 1991), hlm. 

87. 
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taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.19 Penelitian 

hukum empiris mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan 

hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu 

yang terjadi dalam masyarakat.20 Pendekatan penelitian dalam disertasi ini 

menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan 

pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan memadukan data 

primer dan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tertier.21 

 
2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam disertasi ini adalah data 

primer adalah data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh 

langsung dari informan yang dipilih sedangkan data sekunder bersumber 

dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 

tertier.22 Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang- 

Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Bahan hukum sekunder 

berupa buku-buku literatur hukum, karya ilmiah hukum, jurnal ilmiah 

hukum, penelusuran internet yang dapat memberikan penjelasan atau 

mendukung bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum tertier yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa kamus hukum, ensklopedia hukum. 

 

 

 

 

 

 

19 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2004), hlm. 133. 
20 Abdulkadir Muhammad. Op.Cit, hlm. 134. 
21 Peter Mahmud Marzuki. Op.cit, hlm. 29. 
22 Nomensen Sinamo, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Bumi Inti Tama, 2009, hlm. 

86. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan 

hukum normatif adalah studi kepustakaan (library research) 

dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan kepustakaan yang diperoleh 

dari perpustakaan, penelusuran internet, dokumen peraturan perundang- 

undangan. Pendekatan hukum empiris dilakukan dengan cara observasi 

dan wawancara di Rumah Sakit di Kota Batam, dan Rumah Sakit di 

Tangerang Selatan. 

 
4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis 

bertujuan untuk mendeskripsikan data sebagai upaya yang dilakukan 

oleh peneliti untuk mengorganisasikan data, memilah memilihnya 

menjadi satuan data yang diolah untuk dilanjutkan pada penafsiran data 

berdasarkan pendekatan penelitian yang digunakan.23 Deskriptif analitis 

digunakan untuk mendeskripsikan terkait dengan temuan penelitian 

mengenai kesalahan diagnosis oleh dokter terhadap pasien. 

 
5. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Pemeriksaan keabsahan data dalam disertasi ini menggunakan 

teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber 

digunakan untuk memperoleh kredibilitas data dengan cara melakukan 

pemeriksaan data penelitian yang diperoleh melalui beberapa sumber 

informasi yang menjadi informan dalam penelitian ini. Triangulasi teknik 

dilakukan dengan cara wawancara kepada dokter di Rumah Sakit sebagai 

informan penelitian. 

 

 

 

 

 

 
 

23 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitiatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2007), hlm. 11. 
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G. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Kesalahan Diagnosa oleh Dokter terhadap Pasien dalam Praktik 

Kedokteran 

Seorang dokter dapat dikatakan mempunyai kesalahan apabila 

dokter tersebut pada saat melakukan perbuatan itu dilihat dari segi 

masyarakat dapat dicela karenanya. Artinya, mengapa seorang dokter 

melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal seorang dokter 

mampu untuk mengetahui perbuatan tersebut, dan oleh karena itu 

seharusnya dapat menghindari untuk berbuat demikian. Apabila seorang 

dokter melakukannya, ini berarti dirinya memang sengaja melakukan 

perbuatan tersebut. Karena itu celaannya menjadi: mengapa dokter 

melakukan perbuatan yang dirinya mengerti akan berakibat merugikan 

masyarakat. Dokter tersebut mengetahui kalau perbuatannya itu dilarang 

dan menimbulkan akibat hukum apabila terjadi kesalahan diagnosis 

terhadap pasien.24 

Kewajiban dokter yang tidak terpenuhi dari perjanjian 

terapeutik dengan terjadinya kesalahan diagnosis oleh dokter terhadap 

pasien disebabkan karena terdapat unsur kewajiban yang tidak dapat 

dipenuhi oleh dokter atau tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati 

dengan pasien, atau kewajiban seorang dokter dapat memenuhi perjanjian 

tetapi dalam praktiknya tidak sesuai dengan perjanjian yang menimbulkan 

kerugian bagi pasien.25 

Hubungan hukum antara dokter dengan pasien yang terjadi 

dalam perjanjian terapeutik mengandung beberapa unsur, yaitu: (1) Objek 

hukum perjanjian terapeutik adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh 

dokter terhadap pasien yang berhak menerima tindakan medis; (2) Subjek 

hukum perjanjian terapeutik adalah pasien, dokter dan sarana kesehatan; 

(3) Causa hukum perjanjian terapeutik adalah upaya kesehatan yang 
 

 
24 Wahyu Wiriadinata. “Dokter, Pasien, dan Malpraktik”, (Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 26, 

No. 1, Februari 2014), hlm. 47. 
25 Zaeni Asyhadie, Ibid, hlm. 48. 
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dilakukan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi 

masyarakat melalui pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan 

(promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit 

(kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara 

menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.26 

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran selama tahun 1997 

sampai tahun 2004 mencatat terdapat 99 kasus kesalahan diagnosis oleh 

dokter namun 13 kasus tidak dilanjutkan karena dapat dimediasi dan 

mencapai kesepakatan antara pengadu dari pasien atau keluarga pasien, 

dan teradu dari dokter yang melakukan kesalahan diagnosis. Kemudian, 

24 kasus dinyatakan melanggar etik dan.atau melanggar disiplin profesi 

sesuai dengan ketentuan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). 

Laporan Konsil Kedokteran Indonesia menyatakan jumlah 

pengaduan yang masuk ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran 

Indonesia selama tahun 2006 sampai 2016 terdpat 381 pengaduan, 

sedangkan yang sudah ditangani hanya 271 kasus tindakan medis oleh 

dokter yang merugikan pasien. Pada tahun 2017, Majelis Kehormatan 

Disipilin Kedokteran Indonesia menerima pengaduan sebanyak 59 kasus 

yang meningkat dibandingkan tahun 2016 hanya sebanyak 27 hingga 30 

kasus. Selama delapan tahun terakhir, Majelis Kehormatan Kedokteran 

Indonesia menerima 193 pengaduaan dugaan malpraktik. 

Dari jumlah kasus yang masuk ke Majelis Kehormatan Disiplin 

Kedokteran Indonesia terdapat 34 dokter yang telah dijatuhkan sanksi 

tertulis, 6 dokter diwajibkan kembali ikut program pendidikan dan 27 

dokter dijatuhkan sanksi pencabutan Surat Tanda Registrasi yang secara 

otomotis Surat Izin Praktik menjdi tidak berlaku bagi dokter tersebut. 

Kasus pelanggaran etik dan profesi oleh dokter menjadi fenomena gunung 

es karena masih banyak pasien yang tidak mengadukan ke Majelis 

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. 

 

26 Y.A Triana Ohoiwutun, Bunga Rampai Hukum Kedokteran: Tinjauan Dari Berbagai 

Peraturan Perundang-Undangan dan UU Praktik Kedokteran, (Malang: Bayumedia, 2008), hlm. 9. 



14  

Pada tahun 2013 terjadi kasus kesalahan diagnosis oleh dokter 

terhadap pasien yang menyebabkan pasien meninggal dunia diduga 

malpraktik telah diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Batam 

agar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Batam mengusut kasus dugaan 

malpraktik di Rumah Sakit Awal Bros Batam yang hingga kini belum ada 

keputusan akhir atas kasus tersebut, sementara Ketua IDI Batam belum 

mengetahui mengenai penanganan kasus tersebut yang telah dilaporkan 

oleh keluarga pasien. Kemudian terdapat kasus kesalahan diagnosis oleh 

dokter pada tahun 2022 di Rumah Sakit Eka Hospital BSD Kota 

Tangerang Selatan dimana hasil diagnosis yang dilakukan oleh dokter 

jaga berbeda dengan hasil diagnosis yang dilakukan oleh dokter spesialis 

dari hasil CT Scan sehingga pihak keluarga pasien melaporkan ke pihak 

Kepolisian. 

Untuk menentukan ada tidaknya kesalahan diagnosis oleh 

dokter terhadap pasien dalam praktik kedokteran di Indonesia ditentukan 

oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sesuai 

kewenangan yang diberikan Undang-Undang Praktik Kedokteran. Hak 

yang dimiliki pasien atas kesalahan diagnosis oleh dokter adalah 

mengajukan pengaduan tertulis kepada Majelis Kehormatan Disiplin 

Kedokteran Indonesia. 

Tanggungjawab hukum bagi dokter atas kesalahan diagnosis 

yang dilakukannya kepada pasien dari teori tanggungjawab hukum yang 

diutarakan oleh Hens Kelsen dikatakan sebagai bentuk kegagalan untuk 

melakukan kehati-hatian dalam melakukan diagnosis penyakit yang 

diderita oleh pasien yang diharuskan oleh hukum dipandang sebagai 

kesalahan (culpa) yang menimbulkan akibat membahayakan bagi pasien 

tersebut.27 

 

 

 

 

 
 

27 Hans Kelsen. Op.CIt, hlm. 81. 
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Bentuk tanggung jawab hukum bagi dokter tersebbut dari 

pendapat Kelsen dapat dikatakan sebagai bentuk pertanggungjawaban 

individu dimana seorang dokter sebagai seorang individu 

bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri, dan 

pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang 

dokter sebagai seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang 

dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan yang 

menimbulkan kerugian, serta pertanggungjawaban mutlak yang berarti 

bahwa seorang dokter sebagai individu bertanggungjawab atas 

pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak 

diperkirakan.28 

Kepastian hukum dari adanya kesalahan diagnosis oleh dokter 

terhadap pasien dilihat dari praktik kedokteran merupakan sentral dari 

kegiatan pelayanan kesehatan yang memiliki dimensi luas, mulai dari 

hukum privat atau perdata, hukum administrasi negara, hingga hukum 

pidana sebagai rentang muara etikolegal yang melingkup etik, disiplin dan 

hukum yang melingkupi praktik kedokteran di Indonesia. Dengan kata 

lain, praktik kedokteran dipenuhi oleh rambu etik, disiplin dan hukum.29 

 
2. Perlindungan Hukum bagi Dokter dan Pasien Akibat Kesalahan 

Diagnosa dalam Praktik Kedokteran 

Perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon dikatakan 

sebagai suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan 

kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat 

hukum.30 La Porta mengatakan perlindungan hukum memiliki sifat 

pencegahan (prohibited) dan sifat hukuman (sanction).31 

 

 
28 Raisul Mutaiem. Op.Cit, hlm. 140. 
29 Dedi Afandi, B. Sampurna, Herkutanto, A. Purwadianto, M. T Indrayana, Buku Ajar: 

Trilogi Praktik Kedokteran, (Pekanbaru: Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2021), 

hlm. 2. 
30 Philipus M Hadjon, Op.cit, hlm. 10. 
31 Rafael La Porta, Op.cit, hlm. 9. 
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Seorang dokter jika terbukti melakukan kesalahan diagnosis 

tetapi tindakan medis yang dilakukan oleh dokter tersebut telah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan maka perbuatan atas kesalahan 

diagnosis tersebut bukan termasuk tindakan malpraktik. Hal ini 

memberikan perlindungan hukum bagi dokter akibat terjadinya kesalahan 

diagnosis selama sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang 

Nommor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yaitu: (1) 

Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai 

dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, dan (2) 

Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar 

prosedur operasional. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 

Praktik Kedokteran terdapat bentuk perlindungan hukum bagi pasien 

akibat terjadinya kesalahan diagnosis oleh dokter hingga munculnya kasus 

malpraktik oleh dokter adalah berupa pemberikan hak kepada pasien 

sebagai korban malpraktik untuk melakukan upaya hukum pengaduan 

kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. 

Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan perlindungan hukum terhadap 

pasien yang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga 

kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian 

akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang 

diterimanya. 

 
3. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Dokter Akibat Kesalahan 

Diagnosis Pada Pasien 

Tanggung jawab hukum dokter terhadap akibat kesalahan 

diagnosis pada pasien berdasarkan kode etik profesi, pengembangan kode 

etik profesi dipatuhi dan dilaksanakan karena mengandung tiga tujuan, 

yaitu: (1) Suatu kode etik profesi memudahkan dalam pengambilan 

keputusan secara efisien; (2) Secara individual para pengemban profesi itu 
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seringkali membutuhkan arahan untuk mengarahkan perilaku 

profesionalnya, dan (3) Etik profesi menciptakan suatu pola perilaku yang 

diharapkan oleh para pelanggannya secara profesional.32 Apabila Majelis 

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia menentukan bahwa seorang 

dokter melanggar norma disiplin profesi maka Konsil Kedokteran 

Indonesia memberikan sanksi disiplin profesi berupa teguran tertulis atau 

pencabutan Surat Tanda Registrasi yang secara otormatis Surat Izin 

Praktik dokter yang bersangkutan menjadi tidak berlaku. Ketentuan sanksi 

administrasi ini terdapat dalam Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 4 

Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi dengan 

mencantumkan 28 (dua puluh delapan) pelanggaran disiplin. 

Tanggungjawab hukum dokter menurut Koeswadji diartikan 

sebagai “keterikatan” dokter terhadap ketentuan hukum dalam 

menjalankan profesi sebagai seorang dokter. Tanggungjawab seorang 

dokter dalam bidang hukum terbagi tiga bagian, yaitu tanggungjawab 

hukum dokter dalam bidang hukum perdata, hukum pidana dan hukum 

administrasi.33 Tanggung jawab yang didasarkan pada kesalahan adalah 

tanggung jawab yang dibebankan pada subyek hukum atau pelaku yang 

melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana karena 

adanya kelengahan/kelalaian. Kelengahan/kelalaian adalah suatu 

keadaan dimana subyek hukum atau pelaku lengah, kurang hati-hati, 

tidak mengindahkan kewajiban atau lupa melaksanakan kewajiban.34 

Kesalahan diagnosis merupakan kesalahan medis yang terjadi 

selepas prosedur diagnosis dan pemeriksaan intensif yang dilakukan 

terhadap pasien oleh seorang dokter. Kesalahan diagnosis ini adalah 

termasuk dalam kelalaian tindakan medis. Seorang yang lalai adalah 

mereka yang bertindak tidak peduli dan tidak memperhatikan 

tindakannya yang berakibat kerugian atau cedera kepada oramg lain, 

 
 

32 Koeswadji, Op.Cit, hlm. 37-38. 
33 Hermien Hardiati Koeswadji, Op.Cit, hlm. 131. 
34 Salim H.S & Erlies Septiana. Op.cit, hlm. 212. 
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namun jika kelalaian itu adalah hal-hal yang masih dianggap ringan/ 

tidak merugikan secara berat, maka kelalaian tersebut tidak berakibat 

hukum apapun (De minisis not curat lex principle). Tetapi, jika kelalaian 

tersebut mengakibatkan kerugian terhadap benda dan/atau keselamatan 

jiwa seseorang, maka kelalaiam itu dapat dikatakan tindak pidana, yaitu 

antara dokter dan pasiennya dalam Praktik kedokteran.35 

Tanggung jawab hukum bagi dokter atas kesalahan diagnosis 

terdapat pada Pasal-Pasal dalam KUHP seperti Pasal 267, Pasal 299, 

Pasal 304, Pasal 322, Pasal 344, Pasal 346, Pasal 349, dalam Undang- 

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan seperti Pasal 190, 

Pasal 192, Pasal 193 dan Pasal 194 serta Pasal-Pasal dalam Undang- 

Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran seperti Pasal 

75 sampai dengan Pasal 80 adalah mencakup kesalahan yang dilakukan 

oleh dokter yang didasarkan tindakan kelalaian atau culpa. 

Hubungan hukum dokter pasien berada dalam jenis perikatan 

hukum yang lahir sebab Undang-Undang, jika perilaku dokter terdapat 

kesalahan medis, maka pasien mempunyai hak untuk menuntut sesuai 

ketentuan Pasal 1365 BW, dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 1365 KUH Perdata (Pasal 1401 BW) 

mengenai ketentuan perbuatan melanggar hukum. Untuk dapat 

mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum harus 

dipenuhi 4 (empat) syarat seperti yang tersebut dalam Pasal 1365 

KUHPerdata, yaitu: (1) Pasien harus mengalami suatu kerugian, (2) Ada 

kesalahan atau kelalaian (disamping perseorangan, rumah sakit juga bisa 

bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian pegawainya), (3) Ada 

hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan. 

Di dalam hukum kesehatan, hak asasi berhubungan dengan hak- 

hak pasien. Dilihat dari perkembangan hukum kesehatan di Amerika 

Serikat terhadap hak-hak pasien adalah terkait dengan doktrin informed 

 

35 Dalmy Iskandar, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan, dan Pasien, Jakarta: SInar Grafika, 

2008, hlm. 112. 
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consent. Doktrin informed consent pada awalnya diterapkan dalam 

Nuremberg Code yang berlaku untuk perawatan medis. Doktrin ini 

mengharuskan tenaga kesehatan untuk berbagi informasi tertentu dengan 

pasien sebelum meminta persetujuan mereka untuk pengobatan.36 

Pendokumentasian informed consent dalam Catatan Medik (Medical 

Record) menurut sistem hukum Anglo-Amerika diharuskan. Oleh karena 

itu, apabila dokter tersebut bekerja di Rumah Sakit, maka seluruh 

pegawai Rumah Sakit harus mengetahui prinsip hukum yang 

berhubungan dengan pendokumentasian persetujuan pasien dalam 

catatan medik. Penandatanganan persetujuan ini, bisa menjadi alat bukti 

di pengadilan. 

Di Perancis sebagai awal mula diterapkannya informed consent 

dinyatakan dalam nurembeg code namun yuridis Perancis memastikan 

kebutuhan untuk memperoleh informed consent baru pada tahun 1920 

dan dipastikan oleh Mahkamah Agung Perancis pada tahun 1942 bahwa 

semua dokter mempunyai kewajiban fundamental terhadap negara untuk 

memperoleh persetujuan dari pasien terlebih dahulu.37 Ketentuan hukum 

yang berlaku di Jerman bahwa dokter harus membuktikan bahwa ia telah 

mendapat persetujuan untuk tindakan medis tersebut. Di Perancis berlaku 

sebaliknya yaitu pasien yang harus membuktikan bahwa ia tidak 

memberi persetujuan. 

Di Belanda penetapan beban pembuktian mengenai hal ini 

dibedakan menjadi dua bagian: (1) apabila pasien berpendapat bahwa ia 

sama sekali tidak pernah memberi persetujuan pada suatu tindakan 

medis, bahkan juga tidak pada tindakan yang global, maka dokter harus 

membuktikan bahwa pasien telah memberikan persetujuan global; (2) 

apabila pasien mengajukan bukti bahwa ia secara global telah 

menyetujuinya, tetapi persetujuan itu tidak mencukupi syarat untuk 

 

36 M Jusuf Hanafiah dan Amri Amir. Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan. (Jakarta: 

EGC, 2009), hlm. 73. 
37 J Guwandi. Informed Consent. (Jakarta: Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia, 

2004), hlm. 2. 
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pengambilan tindakan khusus yang relevan (misalnya tempat yang tepat 

di mana kaki itu diamputasi). Apakah telah diberikan informasi yang 

cukup tentang untung ruginya (dengan diambilnya sebagian besar 

lambung), menjadikan kasus itu menjadi berbeda.38 

Tort Law dalam sistem hukum Anglo Saxon, sama dengan 

“Perbuatan melawan hukum” (Onrechmatige daad) dalam sistem hukum 

Eropa Kontinental yang dianut Belanda dan diadopsi oleh Indonesia. Tort 

menurut Julius Landwrirth dikatakan sebagai suatu kesalahan hukum 

yang dilakukan terhadap orang atau benda milik orang lain yang terlepas 

dari kontrak, mengakibatkan si pelaku bertanggungjawab atas kerugian 

yang ditimbulkan.39 

Indonesia menganut sistem Eropa Kontinental sebagai bagian 

dari warisan kolonial Belanda yang berazaskan kodifikasi dalam arti 

semua hukum dihimpun di dalam buku peraturan perundang-undangan.40 

Di Indonesia belum terdapat yurisprudensi yang dapat dijadikan sebagai 

pegangan sehingga belum bisa berkembang doktron informed consent 

yang berkaitan dengan masalah hak asasi manusia sehingga 

pengaturannya harus melalui perundang-undangan yang lebih tinggi 

seperti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. 

Teori tanggung jawab hukum yang dikemukakan oleh Hans 

Kelsen didasarkan pada pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan 

yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran 

yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan 

menimbulkan kerugian.41 Penerapan hukum praktik kedokteran di 

Indonesia dalam membuktikan kesalahan diagnosis oleh dokter terhadap 

pasien terdapat bentuk tanggungjawab hukum bagi dokter yang 

 
 

38 Haryanto Njoto. “Pertanggungjawaban Dokter dan Rumah Sakit Akibat Tindakan Medis 

Yang Merugikan Dalamn Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.” 

(Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 14, Agustus 2011), hlm. 61-62. 
39 J Guwandi. Hospital Law (Emerging Doctrine & Jurisprudence), (Jakarta: Fakultas 

Kesehatan Universitas Indonesia, 2011), hlm. 120. 
40 J Guwandi. Ibid, hlm. 125. 
41 Raisul Mutaqiem. Op.cit, hlm. 140. 
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dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hukum administrasi yang 

dapat diajukan sebagai tindak pidana maupun dapat diajukan gugatan 

dalam perkara perdata. 

Tanggungjawab hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan 

profesi kedokteran dapat dibedakan menjadi tanggungjawab terhadap 

ketentuan profesi sebagai seorang dokter yang dicantumkan dalam 

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 434 Tahun 1983 tentang Kode 

Etik Kedokteran Indonesia, dan tanggungjawab terhadap ketentuan- 

ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang, yaitu Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP), KUHPerdata, Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 

Praktik Kedokteran. 

Penerapan hukum dalam praktik kedokteran di Indonesia 

didasarkan pada hukum tertulis (wettenrecht) dengan mengaitkan pada 

pasal-pasal yang terdapat di dalam hukum pidana dan hukum perdata. 

Penerapan ini terdapat perbedaan dengan hukum medik yang memiliki 

pedoman dan prinsip tersendiri yang tidak berlaku bagi cabang ilmu 

hukum lainnya. 

Pertanggungjawaban hukum atas kesalahan diagnosis oleh 

dokter terhadap pasien dilihat dari perangkat hukum yang mengatur 

penyelenggaraan praktik kedokteran di Indonesia dapat dinilai terdapat 

ketidakpastian hukum karena masih didominasi oleh perangkat hukum 

formal dan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah 

yang belum selaras dengan perangkat hukum yang mengatur tentang 

profesi kedokteran yang dibentuk oleh Majelis Kehormatan Disiplin 

Kedokteran Indonesia yang mengatur pelanggaran profesi yang 

dilakukan dokter dan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia, 

yang mengatur pelanggaran etika yang dilakukan dokter yang 

berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi pasien dalam meminta 
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pertanggungjawaban hukum atas kesalahan diagnosis yang dilakukan 

oleh seorang dokter. 

 
H. Kesimpulan dan Saran 

1. Kesimpulan 

a) Terjadinya kesalahan diagnosis oleh dokter dalam praktik kedokteran 

di Indonesia adalah ditentukan oleh Majelis Kehormatan Disiplin 

Kedokteran Indonesia sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan 

dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nommor 29 Tahun 2004 

tentang Praktik Kedokteran untuk menentukan ada atau tidaknya 

unsur kewajiban dari seorang dokter dalam melakukan diagnosis yang 

tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang di bidang kesehatan, 

Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) dan Standar Profesi 

Kedokteran sehingga mengakibatkan adanya kerugian pada pasien 

sebagai hubungan kausalitas yang menimbulkan tanggungjawab 

hukum bagi dokter. 

Hak yang dimiliki oleh pasien atas terjadinya kesalahan 

diagnosis oleh dokter sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang- 

Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pasien 

memiliki hak untuk melakukan pengaduan secara tertulis kepada 

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia namun sepanjang 

dokter melakukan tindakan medis telah sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang di bidang kesehatan, Kode Etik Kedokteran 

Indonesia (KODEKI) dan Standar Profesi Kedokteran maka 

kesalahan diagnosis tersebut tidak dapat dipidana. Hal ini disebabkan 

karena tidak ada pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 

Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 

2009 tentang Rumah Sakit yang secara definitif menyatakan kelalaian 

seorang tenaga kesehatan termasuk dokter bisa dipidana. 
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b) Perlindungan hukum bagi dokter diakibatkan adanya kesalahan 

diagnosis oleh dokter terhadap pasien sesuai dengan hukum praktik 

kedokteran adalah berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang 

Nomor 29 Tahun 2004 Praktik Kedokteran. 

Perlindungan hukum bagi pasien diakibatkan adanya 

kesalahan diagnosis oleh dokter sesuai dengan ketentuan Pasal 58 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang 

memberikan perlindungan terhadap hak pasien menuntut ganti rugi 

terhadap dokter yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau 

kelalaian dalam mendiagnosis penyakit yang diderita oleh pasien. 

Tuntutan ganti rugi tersebut tidak berlaku apabila tindakan 

medis yang dilakukan oleh dokter sebagai tindakan penyelamatan 

nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat. 

Pengajuan tuntutan ganti rugi oleh pasien harus sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c) Tanggung jawab hukum bagi dokter atas kesalahan diagnosis terhadap 

pasien berupa tanggungjawab keperdataan, tanggungjawab pidana, 

dan tanggungjawab administrasi. Tanggungjawab hukum keperdataan 

terhadap dokter karena unsur kewajiban yang tidak dipenuhi oleh 

dokter sesuai dengan perjanjian terapeutik sehingga menimbulkan 

kerugian bagi pasien untuk diajukan gugatan perdata ke Pengadilan. 

Tanggung jawab hukum bagi dokter atas kesalahan diagnosis 

terhadap pasien berupa tanggungjawab pidana apabila kesalahan 

diagnosis tersebut dapat dibuktikan berdasarkan adanya unsur 

kesalahan dokter yang tidak sesuai dengan Undang-Undang di bidang 

Kesehatan, KODEKI dan Standar Profesi Kedokteran. Sanksi hukum 

berupa ganti rugi atas kesalahan diagnosis oleh dokter yang 

menimbulkan kerugian bagi pasien. 
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Sanksi hukum bagi dokter yang terbukti melakukan 

kesalahan diagnosis terhadap pasien dapat berupa pidana penjara dan 

pidana denda. Tanggungjawab hukum administrasi ditentukan sesuai 

dengan kewenangan dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran 

Indonesia yang diamanatkan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang 

Nommor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran untuk 

menentukan ada atau tidaknya unsur kewajiban dari seorang dokter 

dalam melakukan diagnosis yang tidak sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang di bidang kesehatan, KODEKI, dan Standar Profesi 

Kedokteran. Sanksi hukum berupa pencabutan Surat Tanda Registrasi 

dan tidak berlakunya Surat Izin Praktik. 

 
2. Saran 

a) Untuk mencegah terjadinya kesalahan diagnosis oleh dokter terhadap 

pasien dalam hukum praktik kedokteran di Indonesia diperlukan 

perbaikan norma yang menentukan unsur kesalahan diagnosis yang 

menjadi bentuk tanggungjawab hukum bagi dokter atas kerugian yang 

dialami oleh pasien dirumuskan secara definitif dalam Undang- 

Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sebagai 

tindak pidana. 

b) Diperlukan kesalarasan pengaturan Undang-Undang di bidang 

kesehatan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) dan 

Standar Profesi Kedokteran agar sejalan dengan kewenangan yang 

dimiliki Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di dalam 

menentukan ada tidaknya kesalahan diagnosis oleh dokter agar dapat 

memberikan perlindungan hukum bagi pasien yang mengalami 

kerugian. 
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c) Untuk memberikan perlindungan hukum bagi dokter dan pasien atas 

terjadinya pengaduan secara tertulis kepada Majelis Kehormatan 

Disiplin Kedokteran Indonesia dan pelaporan ke pihak kepolisian dari 

unsur kesalahan dalam tindak pidana malpraktik serta tuntutan ganti 

rugi keperdataan ke Pengadilan atas kesalahan diagnosis oleh dokter 

maka diperlukan kejelasan antara aturan normatif dengan aturan kode 

etik kedokteran di dalam menentukan unsur-unsur yang menjadi 

tanggungjawab hukum bagi dokter atas kesalahan diagnosis dalam 

Undang-Undang Praktik Kedokteran. 
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